ABSTRAK

Surat Edaran BTN Cabang Bangkalan akan mencabut subsidi, apabila
nasabah tidak segera menempati rumah KPR Bersubsidi yang telah disediakan.
Padahal rumah tersebut masih dalam tahap pengerjaan dan keadaan rumah
tersebut tidak layak untuk dihuni. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian
tentang apakah tindakan BTN mewajibkan nasabah untuk menempati rumah KPR
yang masih belum terselesaikan pengerjaannya dengan sanksi penghentian kredit
bagi nasabah yang menolak itu dapat dibenarkan dan apa tindakan hukum yang
dapat dilakukan nasabah atas perintah BTN untuk segera menempati rumah KPR
Bersubsidi yang tidak layak huni tersebut.

Penelitian ini  merupakan penelitian hukum normatif, dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), serta
penelitian ini dianalisis menggunakan analisis secara preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BTN Cabang Bangkalan yang
memberi perintah untuk segera dihuni itu tidak dapat dibenarkan karena
bertentangan dengan pasal Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 1 PUPR Nomor
21/PRT/M/2016 dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah atas
perintah BTN Cabang Bangkalan untuk menempati rumah KPR Bersubsidi yang
tidak layak huni tersebut dapat dilakukan menggunakan upaya hukum secara
keperdataan baik secara non-ligitasi maupun ligitasi. Secara litigasi menggunakan
dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang
Perlindungan Konsumen. Secara non litigasi dengan menggunakan dasar hukum
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Alternatif
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Kata kunci : Perlindungan Nasabah, Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi, Tidak
Layak Huni.



ABSTRACT

The branch of BTN Cabang Bangkalan circular will revoke the subsidy, if
the customer does not immediately occupy the subsidized housing loan provided.
Even though the house is still under construction and the condition of the house is
not suitable for habitation. Related to that, it’s necessary to do research on
whether the BTN’s action requires customers to occupy a KPR house whose work
is still unresolved with the loan termination of customers who reject it can be
justified and legal action that can be taken by the customer at the order of BTN to
immediately occupy the unsuitable housing subsidized housing loan.

This research is normative legal research, using a statutory approach
(statute approach), and this study was analyzed using prescriptive analysis.

The result of this study indicate that the Bangkalan branch BTN action
that gave orders to be inhabitate immediately could not be justified because it was
contrary to article 52 paragraph (2) and article 1 Permen PUPR Number
21/PRT/M/2016 and legal actions that can be carried out by the customers at the
order of the BTN Bangkalan branch to occupy the housing of a non habitable
subsidized housing loan can be carried out using civil legal remedies both
litigation and non-litigation. Litigation uses the legal basis of the Financial
Service Authority Regulation Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer
Protection. In non-litigation using the legal basis of the Financial Services
Authority Regulation Number 1/POJK.07/2014 concerning the Alternative
Financial Services Sector Dispute Settlement.
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